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LAPORAN KEGIATAN

Tujuan

Paparan aspek pengelolaan lingkungan yang diharapkan dapat menambah
wawasan dan pengetahuan para CPI dan praktisi pertambangan lainnya mengenai
aspek lingkungan apa saja yang perlu diperhatikan dalam pembuatan laporan publik,
sehingga laporan publik yang dibuat dapat memenuhi azas materialitas, transparansi
dan kompetensi.

Deksripsi Pelaksanaan Kegiatan
Kegiatan dilaksanakan pada hari Kamis 3 Desember 2020 jam 15.00 — 17.00 WIB
melalui aplikasi Zoom Meeting. Secara keseluruhan, kegiatan berjalan dengan

lancar.

Kegiatan diikuti oleh Ik. 70 peserta yang berasal dari berbagai perusahaan
pertambangan di Indonesia, termasuk mahasiswa.

Selain paparan dari narasumber, juga dilakukan sesi tanya-jawab.
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Pertimbangan Aspek Lingkungan
Dalam Kegiatan Eksplorasi

Candra Nugraha

08115818009
candra.nugraha@gmail.com

Continuing Professional Development CPl PERHAPI
Kamis, 3 Desember 2020

Point penting yang ingin disampaikan

* Dokumen dan perizinan lingkungan yang diperlukan dalam kegiatan
eksplorasi dan operasi penambangan

* Persyaratan lingkungan yang harus dilaksanakan agar operasi
penambangan dapat berjalan

* Pengelolaan dan pemantauan lingkungan dalam kegiatan eksplorasi
dan operasi penambangan

* Sharing studi (contoh) kasus tentang lingkungan pada kegiatan
pertambangan

5/2/2021

Candra Nugraha
08115818009
candra.nugraha@gmail.com

+ 1 Teknik Lingkungan ITB, lulus 1999
Apr 2000 — Apr 2001: Graduate Development Program PT Kaltim Prima Coal

April 2001 ~ Nov 2003: Rehab QA/QC Coordinator

+ Nov 2003 - Oct 2006: Reclamation Superintendent

Oct 2006 — Sept 2009: $3 Kyushu University Jepang

Oct 2009 ~ Apr 2010: Env. Projects Superintendent

« Apr 2010 — Feb 2011: Act. Env. Manager

Feb 2011 - Dec 2012: Env. Manager

Jan 2013 - Jan 2019: Env. Manager PT Agincourt Resources

* Mar 2019 - Dec 2019: Tim Ahli ESDM Prov. Jawa Barat

Mar 2019 — sekarang: Pengajar Teknik Lingkungan Itenas Bandung, konsultan, praktisi,
ngulik kopi, lari-lari, nulis buku, dIl.

Definisi

Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk
memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk,
dimensi, sebaran, kualitas, dan sumber daya terukur dari bahan galian,
serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.

* Belum ada kegiatan produksi = belum ada keuntungan dari penjualan
* Lingkungan sosial dan lingkungan hidup tidak bisa terpisahkan

Lampiran V KepMen ESDM No. 1827 K/30/Mem/2018



Meskipun belum menghasilkan
‘keuntungan ekonomi’, definisi
tersebut telah mencakup 3 pilar
pembangunan berkelanjutan

SUSTAINABILITY

1970-1992 — Eksplorasi (22 tahun) /
1985

— Kontrak Karya ditandatangani (January 21, 1985)
1902-2005 — Produksi (13 tahun)
1908 — Inisiatif awal Pengakhiran Tambang

1908-2003 — Proses Konsultasidan penyusunan RPT & Pengakhiran
Tambang RPT
2005 — Rencana Pengakhiran Tambang disetujui disetujui
2010 — Peraturan Pengakhiran Tambang di oleh i

2008 2018

The Lifecycle of a Mineral Discovery
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Question 10:What area of mining & metals will face the most

scrutiny from i and related to the
and social issues?

Local commanity
impact

Water usage

Emissions from
use of materials

by customers

Mine sita

Perizinan Lingkungan

Top 10 business risks facing mining and metals
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Instrumen Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan
Lingkungan Hidup berdasarkan UU 32/2009 Ps. 14

Instrumen
ekonomi LH

[ PUU berbasis LH
! Baku mutu LH !D B —

Kriteria baku o

kerusakan LH 3
—a T () Anaiisis risiko LH

¥ sty
Lingkungan__) I m Bpriratirs

Amdal bukan sebagai alat serbaguna yang dapat menyelesaikan segala persoalan lingkungan
hidup. Efektivitas Amdal sangat ditentukan oleh berbagai instrumen
lingkungan hidup lainnya

5/2/2021
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skema Pembagian AMDAL, UKL-UPL, dan SPRL Usaha dan/atau Kegiatan Wajib Memiliki Izin Lingkungan

Kegiatan berdampak = PermenLH No. 5/2012
USAHA DAN/ATAU penting terhadap LH Lampiran | Daftar Jenis
Rencana Usaha Dan/Atau
| Keouman e Usaha
Memiliki Analisis Mengenai dan/atau
Pasal 22:33 WU 3212009 | oo peraturan MENLH No 0512012 Dampak Lingkungan Hidup Kegiatan
1. Jenis Rencana Usaha Wajib AMDAL
dan/atau Kegiatan Yang
USAHA DAN/ATAU Kegiatan tidak Wajib Memiliki Analisis IZIN
KEGIATAN %&tm Mengenai Dampak
WAJIB UKL/UPL terhadap ' Lingkungan Hidup I.INGK““EAN
K. Bidang Energi dan “sana

Sumber Daya Mineral
Peraturan Gub. atau dan/atau

Pasal 34 UU 32/2009 Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki

Batas dokumen UKL-UPL BupatiWalikota = Kegiatan " e
— o ——— Wajib AMDAL hanya Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki Izin Lingkungan
Kegiatan tidak wajib UKL/UPL & tidak kegiatan Eksploitasi Wajih UKL/UPL

berdampak penting serta Kegiatan
usaha mikro dan kecil
pasal 20 27/2012 i Lnglungan

Potensi Sumberdaya Hutan
Status Hutan

Indonesia mengalokasikan 120,6 juta hektar atau sekitar 63% dari luas daratannya
sebagai Kawasan Hutan. Sedangkan kawasan daratan sisanya berupa areal bukan
kawasan hutan yang dikenal sebagai Areal Penggunaan Lain (APL).

Kawasan Hutan diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) fungsi, yaitu:

Hutan Produksi (HP) meliputi areal seluas 68,8 juta hektar atau 57% dari Kawasan
Hutan;

Hutan Konservasi (HK) meliputi areal seluas 22,1 juta hektar atau 18% dari Kawasan
Hutan (dengan tambahan 5,3 juta hektar dari kawasan konservasi perairan); dan

- Hutan Lindung yang memiliki fungsi perlindungan daerah aliran sungai (DAS) dan
ﬁ@;‘:‘ meliputi areal seluas 29,7 juta hektar atau 25%.

Peryedia Ruang
Fembanguran

Sektor lainma

Laporan Status Hutan — KLHK, 2018




Fungsi hutan

* Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok
memproduksi hasil hutan.

Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai
perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah
banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara
kesuburan tanah.

* Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang
mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa
serta ekosistemnya.

Dilarang.....

(3) Setiap orang dilarang:

c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai

dengan :

1. 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau;

2. 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa;

3. 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai;

4. 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai;

5. 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang;

6. 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi
pantai.

g. melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan
tambang di dalam kawasan hutan, tanpa izin Menteri;

UU.No. 41 Tahun 1699, Pasal 50

5)

PermentHK No. £7/2019
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Penggunaan Kawasan Hutan
(untuk pembangunan sektor lain)

Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya
dapat dilakukan di dalam kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung.
Penggunaan kawasan hutan dapat dilakukan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan.
Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan dilakukan melalui pemberian
izin pinjam pakai oleh Menteri dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu
tertentu serta kelestarian lingkungan.
Pada kawasan hutan lindung dilarang melakukan per dengan pola per ]
terbuka.
Pemberian izin pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang berdampak penting dan
cakupan yang luas serta bernilai strategis dilakukan oleh Menteri atas persetujuan Dewan
Perwakilan Rakyat.
UU.No 41 Tahun 1999, Pasal 35
Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan
Pasal 4

(1) Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan
untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan.

(2) Kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
b. pertambangan meliputi pertambangan mineral, batubara, minyak dan gas bumi termasuk sarana, prasarana, dan
smelter;

Pasal 5

(1) Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan berdasarkan IPPKH.

(2) IPPKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
+ membayar PNBP Penggunaan Kawasan Hutan dan
. dalam rangka ilitasi daerah aliran sungai terutama pada kawasan hutan

c. izin pinjam pakai kawasan hutan tanpa kompensasi lahan atau tanpa kompensasi membayar PNBP
penggunaan kawasan hutan dan tanpa melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran
sungai, dengan ketentuan hanya untuk:

d) kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan dan eksplorasi lanjutan;

No.£27/2018 Pinjam Pakal Kawasan Hutan
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PPELEPASAN KAWASAN HUTAN TUKAR MENUKAR KH
0
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SUMBER: KLHK. 2018

» GAMBAR 3.8 Pelepasan. Tukar Menukar dan Penggunasn Kawasan Hutan sampai dengan Bulan Oktober 2018

Pokok-Pokok Pengaturan Pengelolaan LH Pertambangan

Keg Substansi
Hidup
1 Eksplorasi = Efisiensi pembukaan lahan
yiapa [fasili i sebelum

itan uji
Kajian geokimia dalam rangka studi kelayakan

-
Pengelolaan Lingkungan 2 Konstruksi = Penyiapan sarana/fasitas pengelolaan ingkungan
L lolaan tanah zona
Permen ESDM No. 26 Tahun 2018 tentang Kaidah Yang Baik dan ® Sarana dan prasarana pertambangan dilengkapi fasilitas
Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Kepmen ESDM No 1827K/30/MEM/2018 pengelolaan lingkungan (drainase, kolam pengendap, oil trap)
tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik. = . - = :
yiapa
. tanah zona
* Jarak aman penambangan/penimbunan terhadap fasilitas
umum
= Pengutamaan backfilling

Pengelolaan air larian permukaan, air tambang
Integrasi pencegahan dan penanggulangan AAT dalam
penambangan



3 Penambangan * T.Bawah Tanah: kajian, identifikasi, dan pemantauan subsidence
T. Semprot, Kapal Keruk Darat: air kerja sirkulasi tertutup
T. Kapal Keruk Laut: dan
hidrokarbon dan bahan kimia
® T. Ekstraksi Cair: daur ulang air kerja, pemantauan subsidence

4 Pengangkutan Pengendalian debu, pencegahan kebocoran, pencegahan dan
dan bahan kimia

5 Pengolahan/ = Air kerja sirkulasi tertutup atau air keluaran yang memenuhi baku
pemurnian mutu

Larangan penggunaan merkuri

Sirkulasi air kerja tertutup dan fasilitas minimum untuk pelindian

timbunan bijih

Pemantauan Lingkungan Hidup

1 Peralatan Pealatan pantau yang standar
2 Tenagakerja Tenaga kerja pertambangan yang berkompeten

a. Pembukaan Lahan Kegiatan Eksplorasi

1. Rencana pembukaan lahan untuk kegiatan eksplorasi
dicantumkan dalam rencana kerja tahunan.

2. Pemegang IUP dan IUPK menyiapkan sarana pengelolaan
lingkungan dalam rangka pengendalian erosi dan sedimentasi
sebelum melakukan pembukaan lahan.

3. Pembukaan lahan dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja
tahunan yang disetujui.

Lampiran V Kepmen ESDM No 1827/2018

Figure 7
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Influence and impact by mining phase
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b. Pembuatan Jalan Akses Eksplorasi

1. Jalan untuk akses pada kegiatan eksplorasi diupayakan
menggunakan jalan yang sudah ada.

2. Pembuatan jalan akses untuk kegiatan eksplorasi hanya dapat
dilakukan apabila di lokasi eksplorasi tersebut belum terdapat

jalan akses.

3. Pembukaan lahan untuk pembuatan jalan diupayakan

seoptimal mungkin.

Lampiran V Kepmen ESDM No 1827/2018

Kewajiban reklamasi

a) Pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi
wajib melaksanakan Reklamasi tahap Eksplorasi
yang telah disetujui pada lahan terganggu akibat
kegiatan Eksplorasi.

Lahan terganggu meliputi lahan bekas kegiatan
Eksplorasi yang tidak digunakan lagi

Lahan bekas kegiatan Eksplorasiterdiri atas:
(1) lahan bekas Eksplorasi; dan

(2) Lahan bekas fasilitas penunjang Eksplorasi

£

»

Efisiensi Pembukaan Lahan:
Mitigasi dampak pada keanekaragaman hayati

Positit
Dampak positt
bersin
& »
Z
£3 A idak
i ; [ ada
M Kerugian
1 i
E H Rehabilitasi
2 Minimalisasi Minimali
£
Hegatit

Anstee, Bennun, & Dutson (2016)

Pedoman Penilaian Reklamasi Tahap Eksplorasi

No Uraian Kegiatan Bobot Hasil
(%) | Penilaian [3)

1 lahan:

a. penataan permukaan tanah dan penimbunan a0

kembali lahan bekas kegiatan eksplorasi

b. peneb ah zana perakaran 10

c erasi dan air 10
2 | Revegetasi (luasan dan

&, tanaman penutup (cover crop) 5

b. tanaman cepat tumbuh 10

. Tokal 5
3 akhir

a. Pe juk 10

b. Pemeliharaan 10

TOTAL 100

5/2/2021
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Progressive rehabilitation
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c. Pembuatan Sumur Uji dan Parit Uji d. Pengeboran

1. Pemegang IUP dan IUPK i fasilitas i sebelum
kegiatan pengeboran eksplorasi.
. a1 2. Fasilitas i ditujukan untuk ian erosi dan i,
1. Pemegang IUP dan IUPK menyiapkan fasilitas pengelolaan perlindungan terhadap kualitas air permukaan, serta perlindungan terhadap kontaminasi
lingkungan dalam rangka pengendalian erosi dan sedimentasi bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun ke media

sebelum melakukan pembuatan sumur uji dan parit uji. fingkungan hidup.

2. Tanah dan/atau batuan penutup yang terambil pada kegiatan
pembuatan sumur uji dan parit uji ditempatkan pada lokasi
yang aman dalam rangka menghindari erosi.

Fasilitas pengelolaan lingkungan tersebut meliputi:
a)  saluran drainase;
b) kolam pengendap; dan

c) wadah penampung limbah bahan berbahaya dan beracun dan bukan bahan berbahaya dan
beracun.

Lampiran ¥ Kepmen ESOM No 1827/2018 Lampiran V Kepmen ESDM No 1827/2018
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e. Kajian Geokimia

1. Dalam hal terdapat potensi air asam tambang dan pelindian
logam, pemegang IUP dan IUPK melakukan kajian geokimia.
2. Kajian geokimia tersebut sedikitnya meliputi:
a. identifikasi potensi pembentukan air asam tambang
b. pencegahan pembentukan air asam tambang; dan
c. penanggulangan air asam tambang

Lampiran V Kepmen ESDM No 1827/2018

Kajian Geokimia: Pengelolaan Air Asam Tambang

Sumber, jalur aliran, dan lingkungan penerima AAT

Jumlah pilivan terbanysk Jumiah pilihan sedikit
Biaya terendan Biaya tertingsi
W
Sumber Jalur Penerima
* Tailing = Air larian dari Air tanah
+ Penumpukan batuan sisa | _3, | tambang/fasiitas ain |+ Arpermukaan
* Penumpukan bijih dan = Infiltrasi melalui timbunan *  Udara
bijih kadar rendah batuan sisa +  Tanah
« Material heap leach « Infiltrasi melalui zona +  Endapan
« Dinding pit tanah/tidak jenuh
* Pekerjaan bawah tanah + Airtanah
« Air permukaan
+ Serapan oleh biata
| - Udara

Harus teridentifikasi dari kegiatan Eksplorasi

T T
Kelayskan  Perencanaan

Sumber: GARDGude Ch. 6 Sumber: GARDGuide Ch. 2

10



TOPIC | HORTHERN AUSTRALL

ECONOMIC AND EXVIRONMENTAL DISASTER

Acid Mine Drainage: The Potential for Economic and

Environmental Disaster

Resaare Programass

The potential threat of AMD stems from its ability to occur years after a mine site has
been closed. For example, Mt Goldsworthy, an iron ore mine in the Pilbara which closed
operations in 1982, was rehabilitated by the owner, BHP Billiton, from the mines closure
until 1992. Due to the highly pyritic waste rock, AMD potential was identified in 2000;
studies in 2009 and 2013 confirmed that AMD was present at the site, and spreading. The
treatment and rehabilitation cost for Mt Goldsworthy has been esti

ed at S100m.

Other examples include the Redbank copper mine in the Northem Territory, which has
gradually leached copper sulphate into Hanrahan's Creek long after its closure in 1996,
High levels of toxic chemicals have been found up to 42km from the mine site, and
ecologically important wetlands Sokm from the site are at risk of contamination.
Australia’s first uranium mine, Rum Jungle (also in the Northern Territory), ceased
mining operations in 1971, and buried waste rock has been leaching acid and metals into
nearby waterways ever since. The total clean-up cost has been estimated at $200m

Resources vs. Reserves

Sumber: Lucas Donny, 2015

* Sumberdaya (Resources) : keseluruhan jumlah
‘endapan mineral yang ada, baik yang sudah
ditemukan maupun yang belum

Cadangan (Reserves) : endapan mineral yang
sudah ditemukan, telah diketahui jumlah dan
kualitasnya dengan baik, dan dapat diekstraksi

ini.

Phummer etal, 1999

secara ekonomis dan secara legal pada kondisi saat

Pengaruh Aspek Lingkungan Pada
Hasil Eksplorasi

SNI 4726:2019
Sumberdaya Mineral Cadangan Mineral
Tereka
(interred)
Tertunjuk Terkira
pengetahuan dan ) |
keyakinan geologi

-
TENKY r——— O
(Measured) (Proved)

Pertimbangan faktor penambangan, pengolahan, pemurnian,
pemasaran, legai, ingkungan, sarana dan prasarana, sosial serta
perundang-undangan 3
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Gambar 2 = Flow chart proses estimasi cadangan sampai dengan pelaporan

Sangat jelas bahwa aspek lingkungan, sosial, peraturan

perundang-undangan merupakan ‘faktor pengubah’ status

klasifikasi cadangan

SNI 4726:2019 - Pedoman pelaporan hasil eksplorasi, sumber daya, dan cadangan mineral

5.4.17 Orang yang berkompeten yang membuat dan menandatangani laporan cadangan mineral
harus melakukan kunjungan ke lokasi proyek. Ringkasan hasil kunjungan tersebut harus
dicantumkan dalam laporan dan setidaknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Kondisi morfologi daerah yang dikaji;

+ Obyek penting yang ada di permukaan dari daerah yang dikaji, antara lain perkampungan,
sungai, hutan, perkebunan, obyek vital negara dan lain-lain yang bisa berdampak secara
material terhadap cadangan yang dievaluasi;

Kondisi operasi penambangan (apabila tambang tersebut telah berproduksi);

Sarana dan prasarana dan fasilitas yang telah dimiliki oleh tambang tersebut (apabila sudah
ada); dan

Status lahan dan hutan.

Untuk mendukung informasi mengenai hasil kunjungan lapangan, orang yang berkompeten harus
mencantumkan foto yang diambil

Catatan

Daerah eksplorasi umumnya adalah daerah yang jarang terdapat
gangguan dan/atau memiliki sensitifitas terhadap isu lingkungan yang
tinggi, misalnya sebagai habitat dari spesies satwa khas daerah
tersebut.

Kegiatan eksplorasi juga sering dianggap sebagai pemicu terbukanya
daerah tersebut untuk kegiatan yang dilakukan oleh pihak lain,
misalnya pembalakan kayu, perburuan satwa, dsb.

Oleh karena itu, sangat penting untuk benar-benar melakukan kajian

lingkungan dan perencanaan kegiatan lapangan yang matang untuk
menghindari potensi dampak yang akan terjadi.
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